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PANGKALAN DATA PENDIDIKAN 
TINGGI 

(PD-DIKTI)

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DASAR HUKUM
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

• BAB III PENJAMINAN MUTU

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Pasal 56

(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.

(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi berfungsi sebagai sumber informasi bagi:

a. Lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

b. Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi
serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan

c. Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.
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(3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau
dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.

(4)Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi
penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya.

DASAR HUKUM
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

DASAR HUKUM
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

Paragraf  2 : Kurikulum
Pasal 35 :

(3) Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah:
a. Agama;
b. Pancasila;
c. Kewarganegaraan; dan
d. Bahasa Indonesia. 
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DASAR HUKUM
Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 butir 14 : PDDikti Feeder adalah perangkat lunak yang ditempatkan di Perguruan Tinggi dan
memiliki struktur basis data replika dari basis data PDDikti yang digunakan sebagai sarana pelaporan
resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi.

BAB IV 
PENGELOLAAN PDDikti
Pengumpulan Data dari Perguruan Tinggi

Pasal 10 ayat (1): Perguruan Tinggi harus menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi ke PDDikti secara berkala pada semester ganjil, semester genap, dan semester antara

BAB VI 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 22 
Perguruan Tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab: 
a. melakukan pengisian dan pengiriman data melalui PDDikti Feeder; 
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pembelajaran ke PDDikti secara berkala
c. melakukan pengelolaan PDDikti dengan satuan kerja yang jelas dan diketahui oleh para pemangku
kepentingan; 
d. menyiapkan pegawai tetap, sarana, prasarana dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan
pengelolaan PDDikti di internal Perguruan Tinggi; 

DASAR HUKUM
Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi
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DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 
2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, 
Perubahan, Pencabutan Izin PTS

Bagian Kedua : Pelanggaran

Pasal 26 ayat (1) Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif ringan:

Huruf (b) : perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa
Indonesia dalam kurikulumnya;

Huruf (m) : perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan secara berkala ke pangkalan data pendidikan
tinggi.

Ayat (2) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif ringan terhadap pelanggaran, dan
perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan, maka perguruan tinggi
dikenai Sanksi Administratif sedang.

Ayat (3) Dalam hal telah dilakukan penjatuhan Sanksi Administratif sedang terhadap pelanggaran
sebagaimana, dan perguruan tinggi tidak menghentikan pelanggaran atau melakukan perbaikan,maka
perguruan tinggi dikenai Sanksi Administratif berat.

DASAR HUKUM
Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, 
Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS

Bagian Ketiga 
Jenis Sanksi dan Akibat 
Pasal 29 ayat :
(1) Sanksi Administratif  ringan berupa peringatan tertulis
(2) Sanksi Administratif  sedang terdiri atas:

a. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah; dan
b. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan.

(3) Sanksi Administratif  berat terdiri atas:
a. penghentian pembinaan;
b. pencabutan izin Program Studi; dan
c. pembubaran PTN atau pencabutan izin PTS. . 
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FUNGSI DATA PDDIKTI
Data PDDIKTI harus dipastikan kebenaran dan ketepatannya karena 
fungsinya sebagai sumber informasi bagi para pemangku kepentingan, 
yaitu :
o Lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi (SAPTO);
o Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, 

pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program 
Studi dan Perguruan Tinggi (Serdos, Simlitabmas, PIN, Uji 
Kompetensi); 

o Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan 
Tinggi

APLIKASI WEB BASED DIKTI 
YANG MENGGUNAKAN DATA 

DARI LAPORAN PDDIKTI
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SISTEM PIN (PENOMORAN IJAZAH NASIONAL)
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VALIDASI SISTEM PIN

1. Maksimal Jumlah SKS per-semester adalah 24 SKS

2. Minimal IPK calon lulusan D1, D2, D3, D4 dan S1 adalah 2.00, dan
Minimal IPK calon lulusan S2, S3 dan Profesi adalah 3.0

3. Minimal Jumlah SKS calon lulusan D1=24 SKS, D2=56 SKS,
D3=96 SKS, D4 dan S1=120 SKS, S2=18 SKS, S3=24 SKS,
Profesi=12 SKS

4. Prodi harus terakreditasi atau sedang dalam proses reakreditasi

5. Maksimal jumlah SKS pada semester antara adalah 9 SKS
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Jika tidak menyampaikan laporan secara tertib, berkala dan valid  misalkan :

a. Mahasiswa belum/tidak dilaporkan

b. Status Mahasiswa di Forlap PDDIKTI “Aktif ” seharusnya Lulus

c. Terlambat melaporkan secara berkala

Dampaknya :

1. Mahasiswa tidak terdaftar di laman forlap PDDIKTI

2. Tidak mendapatkan PIN

3. Tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

4. Tidak dapat/terhambat dalam melamar pekerjaan

5. Tidak dapat mengusulkan NIDN jika ingin menjadi Dosen

6. Tidak dapat melakukan reakreditasi bagi Program Studi dan Institusi PT
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1. Kerjakan sebagai bagian dari superteam (bukan superman), sebagai implementasi dari
Permenristekdikti No 61 Pasal 22 huruf d yaitu menyiapkan pegawai tetap, sarana, 
prasarana dan insentif bagi satuan kerja yang melakukan pengelolaan
PDDikti di internal Perguruan Tinggi; 

2. Kerjakan bukan hanya sekali di tiap akhir/awal semester. Jadikan sebagai pekerjaan rutin
dan input data yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan data, jangan
menumpuk proses input data di saat-saat deadline.

3. Tetap selalu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pimpinan terkait
data-data pelaporan yang harus dikonsultasikan, contohnya: jika dosen belum menyetor
nilai, apakah perlu diberikan nilai default terlebih dahulu agar pelaporan tidak terlambat.
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